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ABSTRAK

Suatu putusan pengadilan tidak akan ada artinya bila tidak dilaksankan.
Oleh karena itu suatu putusan hakim mempunyai kekuatan hukum eksekutorial,
yaitu kekuatan untuk melaksanakan suatu putusan secara paksa dengan bantuan
alat-alat negara. Namun dalam prakteknya seringkali proses eksekusi Pengadilan
Hubungan Industrial Semarang tidak dapat terlaksana dengan baik karena adanya
beberapa hambatan, mengakibatkan Permohonan eksekusi yang tidak
terselesaikan terus menumpuk setiap tahunnya. Dengan demikian maka keadilan
dan kepastian hukum yang menjadi prinsip hukum di Indonesia tidak dapat
tercapai dengan baik.

Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui prosedur Eksekusi Putusan
Pengadilan Hubungan Industrial Semarang dalam perkara perselisihan pemutusan
hubungan kerja serta Mengetahui dan menganalisis mengenai hambatan -
hambatan eksekusi Pengadilan Hubungan Industrial Semarang dalam perkara
pemutusan hubungan kerja.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian
yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum berupa norma
atau peraturan hukum lainnya yang berlaku dalam kaitannya dengan penerapan
peraturan hukum itu pada praktik nyatanya di lapangan.

Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa Pelaksanaan
eksekusi Pengadilan Hubungan Industrial Semarang pada Perkara PHK tidak
sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, masih
ditemukan adanya kebiasaan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku, yaitu diperbolehkannya Perundingan Bipartit setelah adanya putusan
pengadilan yang inkracht. Kemudian pelaksanaan eksekusi ini juga menemui
beberapa hambatan. Faktor-faktor itu meliputi biaya, ketiadaan harta termohon
untuk disita dan Peraturan Hukum yang tidak sesuai dengan karakteristik Hukum
Ketenagakerjaan. Hambatan-hambatan ini pada akhirnya juga menghambat
keadilan dan kepastian hukum bagi pekerja.

Kata Kunci : Hubungan Kerja, Eksekusi Pengadilan Hubungan Industrial



ABSTRACT

A court decision will be meaningless if it is not implemented. Therefore, a
judge's decision has executive legal force, namely the power to enforce a decision
by force with the help of state officials. However, in practice often the execution
process of the Semarang Industrial Relations Court cannot be carried out
properly due to several obstacles, resulting in unresolved execution requests
piling up every year. Thus, justice and legal certainty which are the principles of
law in Indonesia cannot be achieved properly.

This study aims to determine the procedures for the execution of the
Semarang Industrial Relations Court Decision in cases of termination of
employment disputes and to know and analyze the obstacles to execution of the
Semarang Industrial Relations Court in cases of termination of employment.

The research method used is juridical normative, namely research that
seeks to synchronize legal provisions in the form of norms or other applicable
legal regulations in relation to the application of these legal regulations in actual
practice in the field.

The results of the research conducted show that the execution of the
Semarang Industrial Relations Court in the Case of Termination of Employment is
not fully in accordance with the applicable legal provisions, there are still
customs that are not in accordance with the provisions of the applicable law,
namely the permissibility of the Bipartite Negotiations after ancourt decision
inkracht. Then the execution of this execution also encountered several obstacles.
These factors include costs, the absence of the requested property to be
confiscated and legal regulations that are inconsistent with the characteristics of
the labor law. In the end, these obstacles also hinder justice and legal certainty
for workers.

Keywords: Employment Relations, Industrial Relations Court Execution



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“When you’ve done everything you can do, that’s when God will step in and do
what you can’t do.”
-2 Chorinthians 12:10

“If you can’t fly, then run; if you can’t run, then walk; if you can’t walk, then
crawl; but whatever you do, you have to keep moving forward.”

-Dr. Martin Luther King Jr.

“It doesn’t matter how slowly you go, as long as you don’t stop.””

-Confucius

“Skripsi ini aku persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang karna kasih
karunia-Nya telah memberikan kesempatan untuk aku hidup dan melihat
indahnya dunia. Kepada Bapak dan Ibu yang selalu memberikan kasih sayang
berlimpah serta kakak dan adik yang selalu mendukung dan memberikan

semangat tiada henti. Aku sayang kalian. ”
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